BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perencanaan strategis pada dasarnya adalah perencanaan proaktif dan membentuk sistem masyarakat yang responsif dalam jangka penjang terhadap kondiid yang dihadapi oleh daerah. Ini merupakan perencanaan yang berorientasi ke depan dan berupaya untuk membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah. 
 Substansi perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Perencanaan strategis memuat sejumlah fakta, persolan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. 
Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021 serta memberhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10).
Isu-isu terkait ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi secara khusus di Wonosobo. 
Sebagai salah satu kabupaten dengan “dianugerahi” sumberdaya alam yang melimpah, Kabupaten Wonosobo memiliki keunggulan yang sangat unik dan stategis, baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. Kedudukan yang unik dan strategis tersebut membuat Kabupaten Wonosobo terus berbenah guna menghadapi kompleksitas permasalahan di bidang demografi, sosial, dan ekonomi pada umumnya, serta ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi  pada khususnya. Salah satu kompleksitas permasalahan yang sangat fundamental di wilayah ini adalah jumlah dan disparitas kualitas penduduknya yang sangat tinggi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo sebanyak 777.116 jiwa (21,42% diantaranya tergolong miskin) dengan kepadatan 789 jiwa/km2 dan pertumbuhan rata-rata 0,50% per tahun (Badan Pusat Statistik: 2015). Data tersebut menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan kedua tertinggi di Karesidenan Kedu[footnoteRef:1]). Belum lagi tingkat pengangguran terbuka, yang walaupun terus menurun, tetapi masih relatif tinggi, yaitu sekitar 5,34%[footnoteRef:2]). [1:  Angka kemiskinan se-Karesidenan Kedu adalah Kabupaten Kebumen (242,3 ribu jiwa), Magelang (160,5 ribu jiwa), Purworejo (102,1 ribu jiwa), Temanggung (85,5 ribu jiwa), Kota Magelang (11,0 ribu jiwa).]  [2:  Data Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, 2015] 

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan tata perokonomian yang semakin terbuka dan terus berkembang, maka sertifikasi dan pengakuan (recognition) atas kompetensi tenaga kerja Indonesia termasuk tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo oleh negara pengguna, semakin penting. Tanpa standarisasi dan kesetaraan kompetensi tenaga kerja secara regional dan internasional, maka mobilitas tenaga kerja Indonesia akan sangat terbatas. Kondisi ini tentu sangat menghambat peningkatan daya saing dan kemajuan bangsa. Untuk mengatasi permasalahan tantangan yang sangat kompleks tersebut di atas jelas diperlukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang terarah, sistematis, komprehensif, terpadu dan tanggap terhadap dinamika lingkungan strategis, baik pada skala nasional, regional, maupun global.
Sementara itu, semakin tingginya persaingan di sektor industri secara nasional maupun global cukup memperngaruhi kinerja perindustrian di Kabupaten Wonosobo, khususnya yang berorientasi ekspor. Ditandatanganinya nota kesepakatan Perdagangan Bebas antara ASEAN dengan China (ASEAN China Free Trade Area) memberikan tekanan pada tingkat daya saing industry, terutama industri lokal yang didominasi industri pengolahan. Hal ini berpengaruh pada semakin meningkatnya produk-produk yang berasal dari China seperti mainan, barang elektronik, tekstil dan lainnya yang turut mempengaruhi tekanan pada kinerja industri di Kabupaten Wonosobo.
Capaian kinerja industri di Kabupaten Wonosobo cenderung bergerak fluktuatif. Pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 4,99%, kemudian meningkat menjadi 5% di tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2013 pertumbuhan industri justru mengalami penurunan menjadi 2,71%, meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya menjadi 4,99% (2014) dan 5,35% (2015). Peningkatan tersebut didukung oleh perkembangan industri pada sektor makanan dan minuman[footnoteRef:3]). Salah satu penyebab peningkatannya adalah semakin banyak stakeholder yang berkecimpung mengolah buah carica menjadi hasil olehan makanan dan  minuman. Sementara itu kontribusi sektor industri terhadap PDRB selama periode 2011-2015 juga berfluktuasi, namun berada pada kisaran angka 16%. Pada tahun 2011 sektor industri berkontribusi 16,66% terhadap perekonomian daerah, pada tahun 2012 meningkat menjadi 16,82%, tahun 2013 menurun menjadi 16,41%, tahun 2014 kembali meningkat menjadi 16,70%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 16,64%. [3:  Tahun 2011 jumlah industri makanan dan minuman sebesar 13.120 unit dan pada 2015 menjadi 13.934 unit.] 

[bookmark: _GoBack]Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Visi, Misi Bupati Wonosobo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021.
Penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo secara substantive tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkalit dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunannya mensinergikan dan memperhatikan dengan:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daereh Provinsi Jawa Tengah Nomor 65).
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 – 2019.
5. Peraturan Menteri Perindusrian R.I Nomor 31.1/ M-IND/ PER/ 3/ 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019.
Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian.
Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Wonosobo. Secara diagramatis keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 1.1.
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Lebih jelasnya hubungan kinerja pembangunan daerah kaitan antara RPJMD Kabuaten Wonosobo dengan RENSTRA SKPD diilustrasikan dalam gambar di bawah ini: 
[image: ]
Gambar 1.2.
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
1.2. Landasan Hukum 
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2017-2022 didasarkan pada:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo;

1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021 ini disususn dengan maksud menyediakan instrumen manajemen Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada periode 2017-2021 yang dapat:
1. Memberikan arah pembangunan terutama pada urusan ketenagakerjaan, perindutrian dan ketransmigrasian Kabupaten Wonosobo untuk periode tahun 2017-2021;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada periode tahun 2017-2021;
3. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pada urusan ketenagakerjaan, perindustiran dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian pada periode tahun 2017-2021;
4. Menjadi acuan dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo pada pediode tahun 2017-2021;
5. Menjadi acuan dalam melaksanakan pengemdalian, monitoring, evaluasi kinerja dan menyusun kontrak kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati atau pejabat yang mewakili.
Adapun tujuannya adalah:
1. Agar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada periode tahun 2017-2021.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021 ini disesuaikan dengan panduan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2017-2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:
	Bab 1.
	Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

	Bab 2.
	Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, mencakup Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumbe Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

	Bab 3.
	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, mencakup Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Rencana Strategis Kementrian Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis

	Bab 4.
	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, mencakup Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan.

	Bab 5.
	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

	Bab 6.
	Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
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Bandung dengan RENSTRA SKPD diilustrasikan dalam gambar di bawah ini:
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